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1. Wajib Pajak Hotel

2. Wajib Pajak Restoran

3. Wajib Pajak Hiburan

4. Wajib Pajak Parkir

5. Wajib Pajak Sarang Burung Walet
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SURAT EDARAN

NOMOR : e73 / lll / aP PDRD

TENTANG

BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
TERHADAP PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN,

PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Undang-undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 20lL Tentang petunjuk pelaksanaan

Pemungutan Pajak Hotel ( Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 20j-1 Nomor 5 seri B Nomor

5 Tanggal 18 Pebruari 2011).

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang petunjuk pelaksanaan

Pemungutan Pajak Restoran ( Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 6 seri B

Nomor 5 Tanggal 18 Pebruari 2011).

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang petunjuk pelaksanaan

Pemungutan Pajak Hiburan ( Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 7 seri B

Nomor 7 Tanggal 10 Maret ZOLL).

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 09 Tahun 2011 Tentang petunjuk pelaksanaan

Pemungutan Pajak Sarang Burung walet ( Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor
9seri B Nomor 9 Tanggal 24 Maret 2071).

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang petunjuk pelaksanaan

Pemungutan Pajak Parkir ( Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor L1 seri B

Nomor ll Tanggal 31 Maret ZOLI).

5

6.



Dengan ini disampaikan bahwa :

L. Pembayoran pajak terutdng paling lombat 75 (lima belas) hari kerja seteloh

berakhirnya mosa pojak.

2. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran

jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

3. Apabilo pembayaran mdsd pajak terutang dilakukon setelah jatuh tempo pembayordn,

dikenakan sanksi administrasi herupa bungo keterlamboton sebesor 2% (dua persen)

sebulan untuk jongka waktu poling loma 24 (dua putuh empat) bulan.

4. Dengan diundangkannya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016

Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Tanggal 27 Desember 2016, maka Dinas Pendapatan

Daerah Kota Balikpapan menjadi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Kota Balikpapan.

Demikian untuk menjadi perhatian

BALIKPAPAN,

EFFENDI


